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RINGKASAN

Lalu Rizky Ramdani, 2024, Pengaruh Pendaftaran Nomor Pokok Wayjib Pajak
Dan Pelayanan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Kabupaten
Lombok Barat), Dosen Pembimbing I: Dra. Ratna Niken Hardati, M.Si Dosen
PembimbingI1: DarisZunaida, S.AB.,M.AB

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendaftaran nomor
pokok wajib pajak dan pelayanan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan
membayar pajak. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, teknik pengumpulan data
menggunakan kuisoner, observasi dan dokumentasi, jumlah sampel yang
digunakan 100 respondenyangdiolahmenggunakan IBM SPSS 25

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendaftaran NPWP (X1)
berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan
nilai signifikansi 0,000 karena 0,000< 0,05 dan thitung > trapel (3.969 > 1.984).
pelayanan perpajakan (X2) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap
kepatuhan wajib pajak () dengan nilai signifikansi 0,000 karena 0,000< 0,05 dan
thitung > ttaber (4.118 > 1.984). Hasil uji f menunjukkan bahwa variabel pendaftaran
NPWP (X1) dan pelayanan perpajakan (X2) secara simultan berpengaruh
signifikanterhadap kepatuhanwajib pajak (Y) dengan Fhitung > Ftaber yaitu20.112 >
2.70 dengan signifikans 0.000 < 0.005. Hasil koefisien determinasi kepatuhan
membayar pajak (Y) dipengaruhi 40% oleh variabel bebas Pendaftaran NPWP
(X1) dan Pelayanan Perpajakan (X2), sedangkan 60% sisanya dipengaruhi oleh

variabel lainyangtidak diteliti dalam penelitianini.

Kata Kunci: NomorPokok Wajib Pajak (NPWP, Pelayanan Perpajakan, Kepatuhan
membayar Pajak
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SUMMARY

Lalu Rizky Ramdani, 2024, The Effect of Taxpayer ldentification Number
Registration and Tax Services on Tax Compliance (Case Study at the Pratama
Tax Office of Mataram, West Lombok Regency), Supervisor I: Dra. Ratna Niken
Hardati, M.Si Supervisor Il: DarisZunaida, S.AB., M.AB

This study aims to determine the effect of taxpayer identification number
(NPWP) registration and tax services on tax compliance. This research is
quantitative in nature, with data collection techniques using questionnaires,
observation, and documentation. The sample used consists of 100 respondents,
andthedatawasprocessedusing IBM SPSS25.

The results of this study show that NPWP registration (X1) has asignificant
partial effect on taxpayer compliance (Y), with a significance value of 0.000
because 0.000<0.05 and tcount> tranle (3.969 > 1.984). Tax services (X2) also have a
significant partial effecton taxpayer compliance (Y), withasignificance value of
0.00 because 0.000 < 0.05 and tcount > ttanle (4.118 > 1.984). The F-test results
show that the NPWP registration variable (X1) and tax services (X2)
simultaneously have a significant effect on taxpayer compliance (Y), with Fcount >
Frable, Which is 20.112 > 2.70, with a significance value of 0.000 < 0.005. The
coefficient of determination shows that tax compliance (Y) is influenced by 40% of
the independent variables NPWP registration (X1) and tax services (X2), while the

remaining 60% isinfluenced by othervariablesnotexamined inthisstudy.

Keywords: Taxpayer Identification Number (NPWP), Tax Services,

TaxCompliance



BABI

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

REPOSITORY

University of Islam Malang

Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal
23 Ayat 2 menyatakan bahwa pajak dan pemungutan lainnya bersifat
memaksa yang dipergunakan untuk keperluan Negara. Sistem
pemungutan pajak di Indonesia sudah diubah dari Official Assessment
System menjadi Self AssessmentSystem pada Reformasi Perpajakan
Tahun 1983. Self Assessment System telah diatur dalam Undang-Undang
No 6 Tahun 1983 yang merupakan hukum makro dari berbagai ketentuan-
ketentuan di bidang perpajakan bertujuan untuk memberikan keadilan,
peningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian
dan penegakan hukum, meningkatkan keterbukaan administrasi
perpajakan (Imron, 2018).

Dalam sistem ini, Wajib Pajak Pribadi memiliki peran penting.
Wajib Pajak Pribadi adalah individu yang wajib mendaftarkan diri
sebagai wajib pajak, memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai peraturan. Kewajiban
tersebut mencakup pelaporan penghasilan, perhitungan pajak terutang,
pembayaran pajak, serta penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Tahunansecaramandiridantepatwaktu. Sistem ini menuntut kesadaran
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dan kepatuhan wajib pajak untuk mendukung penerimaan negara secara
transparan danakuntabel.

Tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya Wajib Pajak Orang
Pribadi, memiliki dampak signifikan pada penerimaan negara melalui
pajak. Berdasarkan data dari KPP Pratama Mataram Barat, tingkat
kepatuhan dalam pelaporan SPT menunjukkan fluktuasi yang cukup
mencolok. Sebelum pandemi COVID-19, tingkat kepatuhan pada tahun
2018 tercatat sebesar 37,34% dan menurun menjadi 28,02% pada tahun
2019. Setelah pandemi menyebar pada tahun 2020, angka ini kembali
turun hingga 24,50%, yang tergolong rendah berdasarkan norma skala
lima.

Disisi lain, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak
menunjukkan hasil yang lebih baik. Pada tahun 2018, tingkat kepatuhan
pembayaran pajak mencapai 94,30%, yang masuk dalam kategori sangat
tinggi. Meski demikian, pada tahun 2019 angka ini menurun menjadi
92,78%, namun tetap tergolong sangat tinggi. Penurunan lebih lanjut
terjadi pada tahun 2020, di mana tingkat kepatuhan berada pada 81,67%,
yangmasuk dalamkategoritinggi.

Penurunan tingkat kepatuhan ini mencerminkan tantangan besar
dalam menjagaketaatan wajib pajak, terutamaselamapandemi COVID-
19 yang memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Sebagai sumber

utama penerimaan negara, pajak memiliki peran strategis dalam
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mendukung pembangunan nasional. Pajak adalah iuran wajib dari
masyarakat kepada negara, yang diatur oleh Undang-Undang, untuk
membiayai kebutuhan negara dan memelihara kepentingan nasional.
Dalam konteks perusahaan, pajak merupakan tanggung jawab hukum
yangharusdipenuhiatas kegiatan usahanya.

Menurut Mintje (2016), pajak adalah pemberian dalam bentuk
pungutan untuk memenuhi kebutuhan negara. Oleh karenaitu, peran aktif
masyarakat dalam kepatuhan membayar pajak menjadi kunci dalam
menjaga stabilitas penerimaan negara. Dukungan masyarakat yang kuat
terhadap perpajakan akan memberikan dampak positif bagi
pembangunan dankesejahteraan nasional.

Peran pemerintah di Indonesia Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen
Pajak) melakukan peningkatan penerimaan pajak agar dapat
mengalihkan penerimaan bukan pajak serta membayar beban Negara.
Penerimaan pajak di Indonesia kerap relatif rendah jika di bandingkan
dengan Negara maju lainnya. Menurut BPS kota Mataram kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mataram Lombok Barat yang mencatat
penurunan jumlah wajib pajak orang pribadi dari 1.748 menjadi 1.642,
Selain itu, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak juga
mengalami tren menurun. Pada tahun 2018, kepatuhan mencapai 94,30%
(sangat tinggi), menurun menjadi 92,78% pada tahun 2019 (masih sangat
tinggi), dan kembali menurun menjadi 81,67% padatahun 2020 (kategori

tinggi). Fenomena
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inimenunjukkan tantangan bagi instansi perpajakan dalammeningkatkan
jumlahwajib pajak terdaftar.

Tabel 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Desember Tahun 2022
NO. URAIAN APBN
1. Penerimaan Perpajakan 1.784 Triliun

2. | PenerimaanNegaraBukanPajak| 481,6 Triliun

3. PenerimaanHibah 0,6 Triliun

Sumber: Kementrian KeuanganRI (Januari, 2024)

Tabel di atas menjelaskan penerimaan Negara yang terbesar dilihat
dari penerimaan perpajakan. Pemerintah memiliki peran penting untuk
meningkatkan penerimaan pajak karena penerimaan Negara bersumber
dari perpajakan yakni dengan cara melakukan reformasi pajak secara
berkaladan konsisten dan dapat meningkatkan keefektivitasan penagihan
dan pemeriksaan sertamemberikan pelayanan yangbaik padamasyarakat
wajib pajak.

Pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentang
Tata Cara Perpajakan menjelaskan wajib pajak ialah orang pribadi yang
ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan baik sebagai
pemungut pajak maupun sebagai pemotong pajak. Menurut Mintje (2016)
Pemerintah terus mengupayakan agar Wajib Pajak memahami
sepenuhnya kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap pelaksanaan
membayar pajak. Kewajiban ini meliputi mendaftarkan diri sebagaiwajib

pajakuntuk
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memperoleh NPWP, menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan
sesuai ketentuan, membayar pajak tepat waktu, serta melaporkan Surat
Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara jujur dan akurat. Tanggung jawab
wajib pajak juga mencakup kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku,
menjaga transparansi data keuangan, serta berperan aktif dalam
mendukung pembangunan negaramelalui kontribusi pajak

Menurut Anugrah (2016) Masyarakat yang telah mendaftarkan diri
menjadi wajib pajak akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan sebuah kartu identitas
untuk masyarakat dalam melakukan transaksi yang terkait dengan
perpajakan. NPWP terdiri dari 15 digityang dirincikan 9 digit pertama
adalah kode wajib pajak dan 6 digit lainnya merupakan kode administrasi
perpajakan. Masyarakat yang memiliki NPWP adalah masyarakat yang
sudah memiliki penghasilan di atas rata-rata yang sudah memiliki
kewajiban membayar pajak atau bisa diartikan seseorang yang
dinyatakan Wajib Pajak atau telah didefinisikan sebagai seseorang yang
memiliki penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Manfaat NPWP itu sendiri untuk keperluan administrasi perpajakan dan
di luar perpajakan. Adapun fungsi NPWP adalah sebagai kode unik yang
digunakan dalam setiap urusan perpajakan yang membuat data
perpajakantidaktertukar.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 menyatakan
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bahwa yang diwajibkan mendaftar dan mendapatkan NPWP adalah
wanita yang sudah berstatus menikah yang akan dikenakan pajak secara
terpisah berdasarkan perjanjian pemisahan harta oleh keputusan hakim
secara tertulis, Wajib Pajak yang mempunyai tempat usaha di beberapa
tempat, Wajib Pajak yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas,
Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan yang jumlahnya melebihi
PTKP 1 (satu) tahun (Mintje,2016).

Sebuah instansi yang sedang melakukan upaya peningkatan
pendapatan harus melihat bagaimana kinerja internal di dalamnya seperti
bentuk pelayanan.KPP Pratama Mataram Barat berusaha meningkatkan
keakuratan dan validitas data wajib pajak melalui proses pemadanan
antara Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP). Menurut data dari Antara Dashboard, KPP Pratama
Mataram Barat menargetkan agar 143.385 wajib pajak orang pribadi
melakukan pemadanan NIK ke NPWP. Saat ini, sekitar 78,50% wajib
pajak telah melaksanakan pemadanan tersebut, namun masih terdapat
30.824 wajib pajak yang belum melakukannya. Oleh karena itu,
peningkatan pelayanan sangat diperlukan untuk mempermudah wajib
pajak dalam memenuhi kewajibannya dan memastikan kepatuhan pajak
yang lebihbaik.

Menurut Susanto (2018) pelayanan yang berkualitas merupakan
bentuk pelayanan yang dapat memberikan rasa kepuasan terhadap Wajib
Pajak dan tetapdalam batas memenuhi standar pelayanan yang

profesional,
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disiplin,dantransparan. Ada5dimensi kualitas pelayananyakni:

1. Keandalan (Reliability) yaitu sebuah kemampuan pelayanan yang
telahsesuai dengan janji secaraterpercayadan tepat waktu.

2. Berwujud (Tangible) yaitu sikap pelayanan meliputi fasilitas fisik,
perlengkapan, dan teknologi yang digunakan untuk mengevaluasi
kualitas.

3. Daya Tanggap (Responsiveness) yaitu kecepatan dan ketepatan
dalam mengerjakan permintaan, pertanyaan, complain, dan masalah
daripelanggan.

4. Jaminan (Assurance) yaitu suatu pengetahuan, kemampuan, bebas
daribahaya.

5. Empati (Empathy) yaitu ikemudahan dalam melakukan hubungan,
komunikasi, dan memahami kebutuhan pelanggan (Simamora,
2017).

Direktorat Jenderal Pajak dalam hal pelayanan pajak sebagai
upaya peningkatan kualitas pelayanan dan meningkatkan kemampuan
pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan infrastruktur seperti
peluasan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), sistem teknologi dan
informasi untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam
memenuhi kewajiban membayar pajak. Hasil penelitian oleh Fuadi
(2013) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif
terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak.
Menurut  Susmita (2016) Isu mengenai rendahnya tingkat

kepatuhanWajib Pajak
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menjadi hal terpenting dikarenakan adanya ketidakpatuhan perpajakan
yang nantinya akan memunculkan penggelapan pajak yang
mengakibatkanberkurangnyakasNegara.

Banyak hal yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan
perpajakan di Indonesia yaitu sebagaimana masih banyak masyarakat
yang belum memiliki NPWP sehingga tidak dapat menyampaikan Surat
Pemberitahuan (SPT) (Putri, 2017). Menurut Kundalini (2016)
ketidakpatuhan dalam perpajakan ialah wajib pajak yang belum
memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak sesuai yang telah
ditentukan. Permasalahan tersebut dapat diartikan sebagai permasalahan
eksternal perpajakan yang berasal dari masyarakat atau Wajib Pajak.

Saat ini penerimaan pajak menjadi komponen besar dari APBN
yang dilihat dari tahun 2007 hingga tahun 2013 yang dilihat adanya 60-
70% pendapatan Negara (Badan Statistika Nasional,2013). Menurut
Wardhani & Wati (2018) hal tersebut dapat menghasilkan peningkatan
jumlah pemilik NPWP. Tidak semua masyarakat yang sudah memiliki
NPWP dapat memberikan kontribusi terhadap jumlah penerimaan pajak
karena tidak di usut dengan diadakannya sosialisasi kepada Wajib Pajak
agar melaksanakan kewajibannya melapor dan membayar pajak sesuai
dengan self assessment yang dimana sebagian besar dikarenakan oleh
masyarakat yang melakukan pekerjaan bebas didominasi oleh Usaha

Mikro Kecildan Menengah (UMKM).



Salah satu bentuk masyarakat dapat dilihat dari kemauan Wajib
Pajak untuk membayar pajaknya bahkan kesadaran Wajib Pajak atas

fungsi perpajakan sebagai pembiayaan Negara sangat dibutuhkan.

REPOSITORY

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak tercermin dalam persentase pelaporan
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Pajak Penghasilan Tahunan, SPT Tahunan, Wajib Pajak Orang Pribadi,
Wajib Pajak Badan. Tingkat kepatuhan masyarakat tersebut dilihat dari
beberapa faktor yakni pendaftaran NPWP digunakan sebagai tanda
identitas Wajib Pajak dalam melakukan perpajakan danfaktor pelayanan
perpajakan yang juga mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak
dalam membayar pajaknya.

Berdasarkan fenomena-fenomena dan isu kasus yang terjadi
khususnya di wilayah Lombok Barat peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul **Pengaruh Pendaftaran Nomor Pokok Wayjib
Pajak Dan Pelayanan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan
Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak

PratamaMataram Lombok Barat)"".

B Rumusan Masalah
Berdasarkan dari latar belakang yang sudah dijelaskan terdapat
beberaparumusanmasalah, yaitu:
1. Apakah terdapat pengaruh pendaftaran nomor pokok wajib pajak
terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak di Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Mataram Lombok Barat?

<
=
N
=
=)
=
s
©
wid
o
o
=
©
T
©




REPOSITORY

University of Islam Malang

<
=
N
=
=)
=
s
©
wid
o
o
=
©
T
©

2. Apakah terdapat pengaruh pelayanan perpajakan terhadap tingkat
kepatuhan membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Mataram Lombok Barat?

3. Apakahterdapat pengaruh pendaftaran nomor pokok wajib pajak dan
pelayanan perpajakan secara simultan terhadap tingkat kepatuhan
membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram
Lombok Barat?

C Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya
makapenelitian inimemiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui Pengaruh Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak
terhadap Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Mataram Lombok Barat.

2. Mengetahui Pengaruh Pelayanan Perpajakan terhadap Tingkat
Kepatuhan Membayar Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Mataram Lombok Barat.

3. Mengetahui Pengaruh Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak
dan Pelayanan Perpajakan secara simultan terhadap Tingkat
Kepatuhan Membayar Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pramata

Mataram Lombok Barat.

D ManfaatPenelitian

10
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Penelitianinidiharapkan dapatbermanfaatbagi:

1.

Peneliti selanjutnya untuk memperoleh gambaran mengenai
masalah perpajakan khususnyaPengaruh pendaftaran NPWP dan
Pelayanan Perpajakan Terhadap tingkat kepatuhan membayar
pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Lombok
Barat.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Lombok Barat
diharapkan dapatmenjadi masukan dan tambahan informasi bagi
kantor Pelayanan Pajak lainnya untuk mengatasi kelemahan-
kelemahan dalam hubungannya dengan pendaftaran NPWP dan
Pelayanan Perpajakan.

Pembaca diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang
perpajakan dan sumber informasi untuk penelitian dan
khususnya pemahaman dalam pendaftaran NPWP dan pelayanan
perpajakan terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak
sehingga diharapkan dapat menunjang penelitiaan ini yang

sejenis padamasayangakandatang.

E SistematikaPenulisan

1

BABIPENDAHULUAN
Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan

sistematika pembahasan.
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jurnal ilmiah atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan
karyailmiah.
BABIIIMETODEPENELITIAN

Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai metode
penelitian dan metode pengambilan data, pengumpulan dan
pengolahandata.
BABIVHASILDANPEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai gambaran umum
objek penelitian gambaran umum responden dan penyajian
data, analisis data interpretasi, pembahasan untuk mengolah
datasehinggadapatdicapaisatu kesimpulan.
BABVPENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan yang didapat dari
analisis data hasil penyajian dan saran-saran konstruktif
untuk kesempurnaan penelitian ini guna mendapatkan karya

ilmiahyang baik.
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yang berjudul "Pengaruh Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan
Pelayanan Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak
(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Kabupaten
Lombok Barat)", dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan
metode kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan
penyebaran kuesioner kepada 100 responden yang merupakan karyawan
di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Kabupaten Lombok Barat.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai
berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan uji t dapat
ditarik kesimpulan bahwa secara parsial pendaftaran nomor
pokok wajib pajak (X1) memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak (YY) pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Mataram Kabupaten Lombok Barat.

2. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan uji t dapat
ditarik kesimpulan bahwa secara parsial pelayanan
perpajakan (X2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

tingkat
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kepatuhan membayar pajak (Y) pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Mataram Kabupaten Lombok Barat.

3. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan uji f dapat

REPOSITORY

ditarik kesimpulan bahwa secara simultan pendaftaran nomor
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pokok wajib pajak (X1) dan pelayanan perpajakan (X2)
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat
kepatuhan membayar pajak (YY) pada Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Mataram Kabupaten Lombok Barat.

B Saran
1. BagiKantorPelayanan Pajak Pratama Mataram Kabupaten Lombok
Barat.
a. Pendaftaran NomorPokok WajbPajak
Berdasarkan hasil penelitan, pendaftaran nomor pokok
wajib pajak pada item kemudahan pelayanan perpajakan
mendapatkan nilai terendah 3,5 kategori baik, menunjukkan
perlunya peningkatan. Kantor Pelayanan Pajak sebaiknya
menyederhanakan prosedur dan memperkuat layanan digital
untuk mempermudah akses, mempercepat proses pendaftaran,
serta meningkatkan pengalaman pengguna. Program pelatihan
dan sosialisasi juga dapat membantu wajib pajak memahami
proses ini, sehingga diharapkan tingkat kepatuhan pajak

meningkat.
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b. Pelayananperpajakan
Berdasarkan hasil penelitian, pelayanan perpajakan pada

item penilaian terhadap kecukupan fasilitas pendukung seperti

REPOSITORY

formulir, tempat pengaduan, dan brosur yang tersedia di kantor
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pajak mendapatkan nilai terendah 3,4 kategori baik, sehingga
sebaiknya Kantor Pelayanan Pajak perlu menyediakan fasilitas
yang lebih lengkap, mudahdiakses, dandiperbarui secaraberkala.
Penguatan layanan digital seperti formulir online dan platform
pengaduan juga diperlukan. Selain itu, pelatihan petugas untuk
memberikan layananyang cepat dan tepatsangat penting. Dengan
peningkatan ini, diharapkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak

akanmeningkat.

2. BagiPeneliti Selanjutnya

Dalam penelitian ini, peneliti menyadari adanya beberapa
kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan tertentu. Peneliti
berharap pada penelitian selanjutnya dapat melakukan eksplorasi
lebih mendalam terkait variabel-variabel yang diteliti. Berdasarkan
hasil determinasi R Square sebesar 0,620, diketahui bahwa variabel
tingkat kepatuhan membayar pajak (Y) dijelaskan sebesar 62% oleh
variabel bebas Pendaftaran NPWP (X1) dan Pelayanan Perpajakan
(X2), sedangkan 38% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang

tidakditeliti. Olehkarenaitu, penelitianselanjutnyadiharapkan
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mempertimbangkan penambahan variabel bebas lain selain

pendaftaran NPWP dan pelayanan perpajakan  untuk

REPOSITORY

mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat

kepatuhan membayar pajak.
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